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REKAPITULASI DAN SIMPULAN HASIL WAWANCARA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  

KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN (KKOP)   

DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL SULTAN HASANUDDIN  

 

 

NO INFORMAN, 

INSTANSI/UNIT 

KERJA DAN 

TANGGAL  

SIMPULAN HASIL 

WAWANCARA 

DOKUMENTASI 

1. Inspektur Bandar Udara 

sebanyak 3 orang inisial 

NL, NT dan DW, Kantor 

Otoritas Bandar Udara 

Wilayah V-Makassar, 

Direktorat Jenderal 

Perhubungan Udara, 

Kementerian 

Perhubungan yang 

memiliki kewenangan 

pengaturan, pengawasan 

dan pengendalian di 

Kawasan Keselamatan 

Operasi Penerbangan 

(KKOP) Bandar Udara 

Internasional Sultan 

Hasanuddin Makassar 

(pemerintah pusat). 

Tanggal 29 Oktober 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kawasan Keselamatan Operasi 

Penerbangan atau KKOP telah 

diatur dalam Peraturan perundang-

undangan di Indonesia yaitu di 

mulai dari Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2009 Tentang 

Penerbangan, Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2001 Tentang Keamanan dan 

Keselamatan Penerbangan hingga 

Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor : KM  44 Tahun 2005 

Tentang Pemberlakuan Standar 

Nasional Indonesia (SNI) 03-7112-

2005 Mengenai Kawasan 

Keselamatan Operasi Penerbangan 

Sebagai Standar Wajib dan juga 

Keputusan Menteri Perhubungan 

Republik Indonesia  Nomor : KP 

725 Tahun 2012 Tentang Rencana 

Induk Bandar Udara Internasional 

Sultan Hasanuddin Makassar, 

Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai 

dasar dari Kawasan Keselamatan 

Operasi penerbangan Makassar dan 

Peraturan Menteri Perhubungan 

Republik Indonesia Nomor PM 40 

Tahun 2018 Tentang Penggunaan 

Balon Udara Pada Kegiatan Budaya 

Masyarakat. Peraturan-peraturan 

tersebut memecahkan 

permasalahan-permasalahan terkait 

kegiatan lain seperti serangan sinar 

laser atau  laser attack dan Balon 

Udara Tanpa atau  Unmanned Free 
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Balloons juga terkait dengan 

Kawasan Keselamatan Operasi 

Penerbangan atau KKOP. Terkait 

Peraturan Pemerintah yang 

merupakan turunan dari Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2009  

Tentang Penerbangan khususnya 

yang mengatur kegiatan lain di 

Kawasan Keselamatan Operasi 

Penerbangan (KKOP) hingga saat 

ini belum terdapat Peraturan 

pemerintah tersebut. Begitu pun 

Peraturan Menteri yang khusus 

mengatur terkait sinar laser yang 

ada hanya Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor : KM  44 

Tahun 2005 Tentang Pemberlakuan 

Standar Nasional Indonesia (SNI) 

03-7112-2005 Mengenai Kawasan 

Keselamatan Operasi Penerbangan 

Sebagai Standar Wajib, yang sedikit 

menyinggung terkait cahaya sinar 

laser. 

2. Peraturan-Peraturan yang dibuat 

dalam dunia penerbangan 

berdasarkan kondisi yang terjadi 

dilapangan. Jika terdapat kegiatan-

kegiatan yang terjadi dilapangan 

tetapi belum diatur, maka akan 

dilakukan penyesuaian pada 

turunan Undang-undang 

penerbangan dengan dilakukan 

penambahan peraturan atau 

perubahan terhadap Peraturan agar 

kegiatan tersebut diatur secara rinci 

karena Undang-Undang bersifat 

umum sedangkan turunannya yang 

mengatur secara khusus atau secara 

rinci. Untuk Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2009 Tentang 

Penerbangan terkait kegiatan lain 

tidak perlu direvisi karena pada 

pejelasan Undang-Undang tersebut 

telah diatur mengenai kejadian lain 
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dengan menggunakan kata “antara 

lain”. Sehingga Peraturan-Peraturan 

yang dihasilkan mengatur kegiatan-

kegiatan yang dilakukan oleh 

semua pihak yang dapat 

membahayakan keselamatan 

penerbangan. 

3. Pembuatan peraturan-peraturan 

penerbangan dilakukan oleh Kantor 

Pusat Kementerian Perhubungan 

yang sebelumnya dirumuskan oleh 

Direktorat Jenderal Perhubungan 

Udara. Jika berupa Peraturan 

Menteri maka pembahasan 

dilakukan tingkat Kementerian. 

Kalau Peraturan Pemerintah 

dibahas di tingkat pemerintah pusat 

dan jika berupa undang-undang di 

bahas bersama dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia. 

4. Belum terdapat Peraturan 

Pemerintah yang merupakan 

turunan dari Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2009  Tentang 

Penerbangan khususnya yang 

mengatur kegiatan lain di Kawasan 

Keselamatan Operasi Penerbangan 

(KKOP) dan Peraturan Menteri 

yang khusus mengatur terkait Sinar 

Laser.  

5. Belum ada Peraturan Menteri yang 

khusus mengatur terkait sinar laser 

yang ada hanya Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor : KM  44 

Tahun 2005 Tentang Pemberlakuan 

Standar Nasional Indonesia (SNI) 

03-7112-2005 Mengenai Kawasan 

Keselamatan Operasi Penerbangan 

Sebagai Standar Wajib, yang sedikit 

menyinggung terkait cahaya sinar 

laser. 
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6. Kantor Otoritas Bandar Udara 

Wilayah V Makassar tidak 

melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi terkait pengaturan. Hal ini 

dikarenakan diterbitkannya 

Peraturan Menteri Perhubungan 

Republik Indonesia Nomor : PM 22 

Tahun 2015 Tentang Peningkatan 

Fungsi Pengendalian dan 

Pengawasan Oleh Kantor Otoritas 

Bandar Udara. 

7. Kebijakan Peraturan perundang-

undangan dibidang penerbangan 

khusunya terkait serangan sinar 

laser dan balon udara di kawasan 

Keselamatan Operasi Penerbangan 

dilaksanakan oleh pihak Kantor 

Otoritas Bandar Udara Wilayah V 

Makassar, PT. Angkasa Pura I 

Cabang Bandar Udara Internasional 

Sultan Hasanuddin Makassar 

(persero), Perum LPPNPI Cabang 

MATSC dan Maskapai 

penerbangan yang beroperasi di 

Bandar Udara Internasional Sultan 

Hasanuddin Makassar. Selain itu 

pemerintah daerah yang wilayahnya 

masuk ke dalam KKOP juga 

berperan dalam menanggulangi hal 

tersebut. 

8. Kejadian-kejadian yang 

mengancam keselamatan 

penerbangan di Kawasan 

Keselamatan Operasi Penerbangan 

(KKOP) Bandar Udara 

Internasional Hasanuddin Makassar 

seperti serangan sinar laser (laser 

attack) masih terjadi hingga saat 

ini. Akan tetapi frekuensinya sudah 

menurun, dikarenakan berbagai 

kegiatan pengendalian yang 

dilakukan seperti sosialisasi. 

9. Langkah-langkah yang dilakukan 

adalah melakukan pengawasan 
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berupa terjun langsung ke area yang 

dilaporkan terjadi adanya kegiatan 

lain dengan sebelumnya 

berkoordinasi dengan pihak 

bandara. Selain itu melakukan 

kegiatan pengendalian berupa 

sosialisasi dengan memasang 

spanduk, menyebarkan selebaran, 

dan juga ke aparat desa dan 

kelurahan yang berada disekitar 

bandara. 

10. Hambatannya adalah belum 

terlibatnya pemerintah daerah 

dalam kegiatan pengawasan dan 

pengendalian kegiatan lain berupa 

serangan sinar laser  (laser attack) 

dan Balon udara bebas tanpa awak 

(Unmanned Free Balloons) di 

Kawasan Keselamatan Operasi 

Penerbangan (KKOP) Bandar 

Udara Internasional Hasanuddin 

Makassar, dalam pertamuan terkait 

serangan sinar laser  (laser attack) 

pemerintah daerah juga diundang 

dan disampaikan ke Sekretariat 

Daerah Kabupaten/Kota sedangkan 

provinsi belum dilibatkan akan 

tetapi hanya dua pemerintah daerah 

yang menghadiri dan salah satu 

diantaranya tidak berasal dari 

instansi yang berkaitan dengan 

transportasi. Selain itu ketika 

dilakukan pengawasan langsung ke 

lapangan, pelaku serangan sinar 

laser  (laser attack) sudah tidak 

berada di koordinat yang dilaporkan 

penerbang ke pemandu lalu lintas 

penerbang karena faktor jarak dan 

waktu. 

11. Dampak yang ditimbulkan terkait 

kegiatan lain berupa serangan sinar 

laser  (laser attack) dan Balon 

udara bebas tanpa awak (Unmanned 

Free Balloons) di Kawasan 
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Keselamatan Operasi Penerbangan 

(KKOP) Bandar Udara 

Internasional Hasanuddin Makassar 

yaitu menghalangi pandangan dan 

juga dapat menyebabkan kebutaan 

sementara. 

12. Peraturan perundang-undangan 

terkait penerbangan dimulai dari 

Undang-Undang hingga Surat 

keputusan Direktur Jenderal 

Perhubungan Udara terkait kegiatan 

lain tidak saling tumpang tindih 

dengan peraturan yang dibuat 

sebelumnya. Peraturan-Peraturan 

tersebut saling mendukung baik 

Peraturan yang sekarang maupun 

Peraturan sebelumnya. Akan tetapi 

Kebijakan yang bertentangan dalam 

hal terkait kegiatan lain di Kawasan 

Keselamatan Operasi Penerbangan 

yaitu Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2009 Tentang Penerbangan 

dengan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 Tentang Pemerintah 

Daerah dan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintah Daerah dengan Surat 

Edaran Nomor : 553/2443/SJ dan 

Surat Edaran Nomor : 553/2444/SJ. 

13. Tidak terjadi konflik dengan 

masyarakat ketika dilakukan 

kegiatan pengawasan yang 

merupakan tim penanggulangan 

sinar laser yang beranggotakan 

otoritas bandar udara dan juga 

stakeholder penerbangan. Begitu 

pun ketika dilakukan sosialisasi 

kepada perangkat kecamatan yang 

wilayahnya masuk KKOP dan 

diindikasikan area terjadinya 

serangan sinar laser. Selain itu juga 

dilakukan pembagian selebaran 

terkait bahaya penggunaan sinar 

laser ke pesawat udara pada saat 
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kampanye keselamatan 

perhubungan maupun dalam rangka 

memperingati hari perhubungan. 

14. Peraturan-peraturan yang terkait 

kegiatan lain seperti serangan sinar 

laser  (laser attack), Balon udara 

bebas tanpa awak (Unmanned Free 

Balloons) di Kawasan Keselamatan 

Operasi Penerbangan (KKOP) 

merupakan peraturan yang dibuat 

berdasarkan keadaan yang ada dan 

tidak tumpang tindih dengan 

peraturan yang lainnya. Peraturan-

peraturan tersebut dibuat secara 

teliti dengan mengundang ahli-ahli 

serta regulator yang berada di 

daerah maupun operator 

penerbangan dalam merumuskan 

peraturan tersebut. Sehingga 

peraturan yang dibuat bukan 

merupakan peraturan lama terasa 

baru artinya hanya berganti nomor 

dan tahun pembuatan saja tetapi 

Peraturan berkualitas yang 

mengatur tentang penerbangan saat 

ini dan akan datang. 

15. Dalam pembuatan sebuah kebijakan 

terkait kegiatan lain dan Kawasan 

Keselamatan Operasi Penerbangan 

(KKOP), Kantor Pusat dalam hal 

ini Direktorat Jenderal Perhubungan 

Udara mengundang Kantor Otoritas 

Bandar Udara, Penyelenggara 

Bandar Udara, Penyelenggara 

Navigasi Penerbangan dan 

stakeholder lainnya untuk 

memberikan masukan kepada tim 

perumus kebijakan akan kebijakan 

yang akan dibuat tersebut. 
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 Inspektur Navigasi 

Penerbangan sebanyak 3 

orang inisial WY, TM 

dan SL, Kantor Otoritas 

Bandar Udara Wilayah 

V-Makassar, Direktorat 

Jenderal Perhubungan 

Udara, Kementerian 

Perhubungan yang 

memiliki kewenangan 

pengaturan, pengawasan 

dan pengendalian di 

Kawasan Keselamatan 

Operasi Penerbangan 

(KKOP) Bandar Udara 

Internasional Sultan 

Hasanuddin Makassar 

(pemerintah pusat). 

Tanggal 8 November 

2019. 

 

1. Peraturan-peraturan yang telah 

dibuat merupakan pemecahan 

permasalahan terkait serangan sinar 

laser atau yang lebih dikenal 

dengan laser attack dan Balon 

Udara Tanpa Awak yang juga 

dikenal dengan nama Unmanned 

Free Balloons telah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2009 Tentang Penerbangan, 

Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor : KM  44 Tahun 2005 

Tentang Pemberlakuan Standar 

Nasional Indonesia (SNI) 03-7112-

2005 Mengenai Kawasan 

Keselamatan Operasi Penerbangan 

Sebagai Standar Wajib dan 

Peraturan Menteri Perhubungan 

Republik Indonesia Nomor PM 40 

Tahun 2018 Tentang Penggunaan 

Balon Udara Pada Kegiatan Budaya 

Masyarakat. Adapun serangan sinar 

laser atau laser attack juga diatur 

dalam Aeronautical Information 

Circular (AIC) dengan nomor Nr : 

01/16 terkait Pilot Procedure For 

Exposure To Laser Illumination 

And Other Directed Bright Light 

Sources sedangkan Balon Udara 

Tanpa Awak atau Unmanned Free 

Balloons juga diatur dalam 

Peraturan Menteri Perhubungan 

Republik Indonesia Nomor PM 40 

Tahun 2018 Tentang Penggunaan 

Balon Udara Pada Kegiatan Budaya 

Masyarakat. Selain itu Balon udara 

bebas tanpa awak (Unmanned Free 

Balloons). Peraturan Pemerintah 

yang digunakan saat ini adalah 

Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 

Tentang Keamanan dan 

Keselamatan Penerbangan yang 

merupakan turunan dari Undang-
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Undang Nomor 15 Tahun 1992 

Tentang Penerbangan. Belum ada 

Peraturan Pemerintah yang 

merupakan turunan dari Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2009  

Tentang Penerbangan khususnya 

terkait kegiatan lain Kawasan 

Keselamatan Operasi Penerbangan 

(KKOP). Peraturan Menteri yang 

mengatur laser kaitannya dengan 

keselamatan penerbangan secara 

terperinci  belum ada. Tetapi saat 

ini terdapat  Aeronautical 

Information Circular (AIC) dengan 

nomor Nr : 01/16 terkait Pilot 

Procedure For Exposure To Laser 

Illumination And Other Directed 

Bright Light Sources, yang 

dikeluarkan oleh Direktorat 

Jenderal Perhubungan Udara pada 

tanggal 1 September 2016 dan 

berlaku sampai saat ini.  

2. Peraturan-peraturan penerbangan 

dibuat untuk mengatur 

penyelenggaraan penerbangan. 

Salah satu yang menjadi dasar 

dalam pembuatan peraturan tersebut 

adalah berdasarkan fakta kejadian 

dilapangan. Hal ini sangat penting 

mengingat penyelenggaraan 

penerbangan menjamin aspek 

keamanan dan keselamatan 

penerbangan. Peraturan-peraturan 

tersebut tidak hanya dibuat 

berdasarkan kejadian-kejadian yang 

terjadi saat ini tetapi peraturan-

peraturan tersebut juga dibuat untuk 

mengantisipasi kegiatan lain yang 

akan terjadi masa depan atau masa 

yang akan datang.  

3. Kebijakan-kebijakan yang 

dihasilkan dalam dunia 

penerbangan dirumuskan dan dibuat 

oleh Kantor Pusat Kementerian 
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Perhubungan. Kebijakan-kebijakan 

ini teridiri atas Undang-Undang 

yang dbuat dan dibahas bersama 

antara Kementerian Perhubungan 

dengan Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia, jika Peraturan 

Pemerintah di bahas di tingkat 

pemerintah pusat dengan 

persetujuan Presiden Republik 

Indonesia dan Jika berupa Peraturan 

Menteri maka pembahasan 

dilakukan tingkat Kementerian 

Perhubungan. 

4. Peraturan Pemerintah yang 

digunakan saat ini adalah Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2001 Tentang 

Keamanan dan Keselamatan 

Penerbangan yang merupakan 

turunan dari Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 1992 Tentang 

Penerbangan. Belum ada Peraturan 

Pemerintah yang merupakan 

turunan dari Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2009  Tentang 

Penerbangan khususnya terkait 

kegiatan lain Kawasan Keselamatan 

Operasi Penerbangan (KKOP) dan 

belum ada Peraturan Menteri yang 

khusus mengatur terkait Sinar 

Laser. 

5. Peraturan Menteri yang mengatur 

laser kaitannya dengan keselamatan 

penerbangan secara terperinci  

belum ada. Tetapi saat ini terdapat  

Aeronautical Information Circular 

(AIC) dengan nomor Nr : 01/16 

terkait Pilot Procedure For 

Exposure To Laser Illumination 

And Other Directed Bright Light 

Sources, yang dikeluarkan oleh 

Direktorat Jenderal Perhubungan 

Udara pada tanggal 1 September 

2016 dan berlaku sampai saat ini.  
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6. Fungsi pengaturan tidak dilakukan 

oleh Kantor Otoritas Bandar Udara 

Wilayah V Makassar sejak 

diterbitkannya Peraturan Menteri 

Perhubungan Republik Indonesia 

Nomor : PM 22 Tahun 2015 

Tentang Peningkatan Fungsi 

Pengendalian dan Pengawasan Oleh 

Kantor Otoritas Bandar Udara. 

Akan tetapi sebenarnya Peraturan 

Menteri tersebut tidak menghapus 

fungsi pengaturan yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2009 Tentang Penerbangan 

dan Peraturan Menteri Perhubungan 

Republik Indonesia Nomor : PM 41 

Tahun 2011 Tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kantor Otoritas 

Bandar Udara. 

7. Peraturan perundang-undangan 

penerbangan terkait serangan sinar 

laser dan balon udara di kawasan 

Keselamatan Operasi Penerbangan 

dilimplementasikan oleh pihak 

Kantor Otoritas Bandar Udara 

Wilayah V Makassar, PT. Angkasa 

Pura I Cabang Bandar Udara 

Internasional Sultan Hasanuddin 

Makassar (persero), Perum LPPNPI 

Cabang MATSC  dan Maskapai 

penerbangan yang beroperasi di 

Bandar Udara Internasional Sultan 

Hasanuddin Makassar serta pihak 

pemerintah daerah. 

8. Serangan sinar laser  (laser attack) 

dan Balon udara bebas tanpa awak 

(Unmanned Free Balloons) di 

Kawasan Keselamatan Operasi 

Penerbangan (KKOP) Bandar 

Udara Internasional Hasanuddin 

Makassar masih terjadi hingga saat 

ini. Dulu yang menjadi 

permasalahan utama dari kegiatan 

lain adalah Serangan sinar laser  
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(laser attack) namun saat ini 

terdapat budaya baru di masyarakat 

khususnya di Kabupaten Maros 

yaitu Balon udara bebas tanpa awak 

(Unmanned Free Balloons) yang 

juga sama-sama mengancam 

keselamatan penerbangan. 

9. Adapun langkah-langkah yang 

dilakukan jika terjadi serangan sinar 

laser  (laser attack) dan balon udara 

bebas tanpa awak (Unmanned Free 

Balloons) di Kawasan Keselamatan 

Operasi Penerbangan (KKOP) 

Bandar Udara Internasional 

Hasanuddin Makassar yaitu dengan 

melakukan pengawasan dan 

pengendalian langsung ke lapangan. 

Dalam melakukan pengawasan 

terdapat tim penanggulangan sinar 

laser, yang bergerak ke area 

terjadinya kegiatan lain berdasarkan 

laporan dari penerbangan ke 

pemandu lalu lintas penerbangan. 

10. Hambatan yang dihadapi adalah 

komunikasi dan koordinasi antar 

pihak  belum terjalin dengan baik. 

Ketika terjadi serangan sinar laser  

(laser attack) dan Balon udara 

bebas tanpa awak (Unmanned Free 

Balloons) di Kawasan Keselamatan 

Operasi Penerbangan (KKOP) 

Bandar Udara Internasional 

Hasanuddin Makassar, pihak Perum 

LPPNPI Cabang MATSC tidak 

menyampaikan secara langsung ke 

pihak lainnya, Informasi tersebut 

diperoleh ketika pihak regulator 

meminta laporan kejadian. 

11. Kejadian lain yang terjadi di 

Kawasan Keselamatan Operasi 

Penerbangan (KKOP) Bandar 

Udara Internasional Hasanuddin 

Makassar yaitu serangan sinar laser  

(laser attack) dan Balon udara 
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bebas tanpa awak (Unmanned Free 

Balloons) yang berdampak pada 

pesawat dan penerbang. Pada 

pesawat akan menimbulkan 

kebutaan sementara dan 

mempengaruhi jarak pandang. 

Sedangkan balon udara, selain 

mempengaruhi jarak pandang juga 

dapat menyembabkan mesin 

pesawat udara meledak jika balon 

udara masuk ke dalam mesin 

pesawat udara. 

12. Kebijakan Peraturan perundang-

undangan di bidang penerbangan 

khususnya terkait kejadian lain 

seperti serangan sinar laser  (laser 

attack) dan Balon udara bebas tanpa 

awak (Unmanned Free Balloons) di 

Kawasan Keselamatan Operasi 

Penerbangan (KKOP) tidak saling 

tumpang tindih dengan Peraturan 

sebelumnya. Akan tetapi terdapat 

beberapa kebijakan yang saling 

bertentangan kaitannya dengan 

kegiatan lain di Kawasan 

Keselamatan Operasi Penerbangan 

yaitu Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2009 Tentang Penerbangan 

dengan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 Tentang Pemerintah 

Daerah dan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintah Daerah dengan Surat 

Edaran Nomor : 553/2443/SJ dan 

Surat Edaran Nomor : 553/2444/SJ. 

Hal ini akan membingungkan 

pemerintah daerah dalam 

pelaksanaannya. 

13. Konflik antara masyarakat dengan 

pihak bandara terkait kegiatan 

pengawasan dan pengendalian tidak 

pernah terjadi. Kegiatan 

pengawasan yang dilakukan berupa 

terjun langsung ke lapangan dengan 
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membentuk tim penanggulangan 

sinar laser yang beranggotakan 

otoritas bandara dan pihak-pihak 

penerbangan lainnya. Adapun 

kegiatan pengendalian yang 

dilakukan yaitu sosialisasi antara 

lain berupa pemasangan spanduk 

dan pembagian selebaran bahaya 

penggunaan sinar laser yang 

ditembakkan ke pesawat udara. 

14. Regulasi-regulasi penerbangan 

yang dibuat adalah regulasi-regulasi 

yang mengatur kondisi penerbangan 

saat ini dan masa yang akan datang. 

Regulasi-regulasi tersebut dibuat 

bukan dengan mengganti nomor 

atau tahun regulasi sebelumnya 

dengan isi yang sama. Akan tetapi 

regulasi tersebut dibuat atau 

diperharui dengan memasukkan 

unsur-unsur yang belum dibahas 

sebelumnya. Dan jika perubahan 

hanya sedikit maka peraturan baru 

tersebut hanya merubah bukan 

mengganti total. 

15. Pembuatan suatu kebijakan dalam 

dunia penerbangan selalu 

melibatkan berbagai pihak seperti 

Kantor Otoritas Bandar Udara 

maupun stakeholder lainnya. Hal ini 

dilakukan agar tim perumus 

mendapatkan masukan-masukan 

yang terjadi dilapangan, sehingga 

kebijakan yang dihasilkan bisa 

diterapkan dilapangan.  
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2. Personil Divisi Safety, 

Security dan 

Standardisasi sebanyak 3 

orang inisial IA, LV dan 

UN, Perum 

Penyelenggara Pelayanan 

Navigasi Penerbangan 

Indonesia (LPPNPI) 

Cabang Makassar Air 

Traffic Service Center 

(MATSC) sebagai 

penyelenggara navigasi 

penerbangan di Kawasan 

Keselamatan Operasi 

Penerbangan (KKOP) 

Bandar Udara 

Internasional Sultan 

Hasanuddin Makassar 

(BUMN), Tanggal 31 

Oktober 2019. 

 

1. Kawasan Keselamatan Operasi 

Penerbangan atau KKOP adalah 

kawasan yang berupa daratan dan 

perairan yang digunakan untuk 

operasi penerbangan dengan 

melakukan pengawasan dan 

pengendalian untuk menjamin 

keselamatan penerbangan. 

2. Kawasan Keselamatan Operasi 

Penerbangan Bandar Udara 

Internasional Sultan Hasanuddin 

meliputi Kota Makassar, Kabupaten 

Maros dan Kabupten Gowa. 

3. Peran Perum LPPNPI Cabang 

MATSC dalam pengelolaan adanya 

kegiatan lain di KKOP Bandar 

Udara Internasional Sultan 

Hasanuddin yaitu memberikan 

pelayanan navigasi penerbangan di 

kawasan tersebut dan melaporkan 

ke Kantor Otoritas Bandar Udara 

Wilayah V Makassar jika terdapat 

obstacle seperti benda tumbuh yaitu 

pembangunan gedung atau tower 

yang melanggar batas ketinggian  

dan kegiatan lain seperti laser attack 

dan balon udara yang mengganggu 

pelayanan navigasi penerbangan. 

4. Jenis kegiatan tersebut berupa 

serangan sinar laser atau yang lebih 

dikenal dengan nama laser attack. 

Laser attack di KKOP Bandar 

Udara Internasional Sultan 

Hasanuddin merupakan yang 

tertinggi di Indonesia dan kejadian 

tersebut pernah mencapai 100 lebih 

kejadian dalam satu tahun. Selain 

laser juga terdapat laporan dari pilot 

ke ATC yaitu terkait pelepasan 

balon udara. Laser attack, balon 

udara tidak tertambat dengan 

ukuran tertentu, laying-layang, 

lampu sorot dan drone mermiliki 

potensi untuk mengganggu 
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keselamatan penerbangan. 

5. Regulasi kegiatan lain belum 

lengkap, utamanya pencantuman 

sinar laser dan balon udara di 

undang-undang penerbangan, 

walaupun saat ini sudah tersirat 

dengan adanya kata antara lain 

dalam penjelasan undang-undang 

tersebut.  

6. KKOP Bandar Udara Internasional 

Sultan Hasanuddin merupakan 

kawasan sangat penting dan 

memerlukan konsentarsi tinggi 

dalam proses mendarat, lepas 

landas pesawat serta holding 

pesawat udara sehingga kawasan ini 

memerlukan perhatian khusus untuk 

menjamin keselamatan 

penerbangan. 

7. Implementator Peraturan-Peraturan 

penerbangan khusunya terkait laser 

attack dan Unmanned Free 

Balloons adalah seluruh pihak yang 

berkepentingan di Kawasan 

Keselamatan Operasi Penerbangan 

Bandar Udara Internasional Sultan 

Hasanuddin Makassar seperti 

Perum LPPNPI Cabang MATSC 

atau lebih dikenal dengan AirNav 

Indonesia, PT. Angkasa Pura I 

Cabang Bandar Udara Internasional 

Sultan Hasanuddin Makassar 

(persero), Kantor Otoritas Bandar 

Udara Wilayah V Makassar, TNI 

AU dan penyelenggara angkutan 

udara sebagai pengguna Kawasan 

Keselamatan Operasi Penerbangan 

Bandar Udara Internasional Sultan 

Hasanuddin Makassar. 

8. Masih terjadi kejadian lain, 

berdasarkan data yang ada sampai 

dengan Desember tahun 2018 telah 

terjadi serangan laser sekitar 40 an 

kasus di Kawasan Keselamatan 
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Operasi Penerbangan (KKOP) 

Makassar. Berikut data kejadian 

Serangan sinar laser  (laser attack) 

yang terjadi di Kawasan 

Keselamatan Operasi Penerbangan 

(KKOP) Bandar Udara 

Internasional Hasanuddin Makassar 

yaitu :  

 
     

      Adapun kejadian Balon udara bebas 

tanpa awak (Unmanned Free 

Balloons) di Kawasan Keselamatan 

Operasi Penerbangan (KKOP) 

Bandar Udara Internasional 

Hasanuddin Makassar yaitu : 

 
 

9. Langkah yang dilakukan jika terjadi 

laser attack dan balon udara yaitu 

menyampaikan infomasi tersebut 

kepada pesawat lain disekitar lokasi 

gangguan dan segera melaporkan ke 

pihak-pihak terkait seperti Kantor 
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otoritas Bandar Udara Wilayah V 

Makassar selanjutnya di buat tim 

untuk melakukan pengawasan yang 

melibatkan Kantor otoritas Bandar 

Udara Wilayah V Makassar, Perum 

LPPNPI Cabang MATSC, PT. 

Angkasa Pura I Cabang Bandar 

Udara Internasional Sultan 

Hasanuddin (Persero). Selain 

kegiatan pengawasan juga 

dilakukan kegiatan pengendalian 

berupa sosialisasi di kecamatan-

kecamatan yang masuk dalam 

KKOP Bandar Udara Internasional 

Sultan Hasanuddin yang meliputi 

Kota Makassar, Kabupaten Gowa 

dan Kabupaten Maros. Khusus di 

Kota Makassar juga dilakukan 

sosialisasi pada saat Car Free Day 

berupa pembagian selebaran dan 

brosur terkait bahaya kegiatan lain 

di Kawasan Keselamatan Operasi 

Penerbangan. 

10. Hambatan dalam menghadapi jenis 

kegiatan lain adalah belum efektif 

dan efisiennya kegiatan 

pengawasan di KKOP Bandar 

Udara Internasional Sultan 

Hasanuddin karena tidak terlibatnya 

pemerintah daerah baik tingkat 

kabupaten maupun provinsi. Hal ini 

terjadi karena tidak adanya 

kewenangan pemerintah daerah 

dalam Undang-Undang terkait 

pemerintah daerah. Sedangkan 

peran pemerintah daerah sangat 

besar khususnya dalam pembuatan 

Peraturan daerah. Hal ini 

dikarenakan pemerintah daerah 

memiliki kewenangan dan 

perangkat hingga di tingkat 

kelurahan yang memudahkan untuk 

kegiatan pengawasan dan 

pengendalian. Belum ada 
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pembagian tanggung jawab yang 

jelas antara regulator, 

penyelenggara bandar udara dan 

penyelenggara navigasi 

penerbangan terkait Kawasan 

Keselamatan Operasi Penerbangan. 

11. Dampak yang terjadi jika terjadi 

serangan laser adalah kebutaan 

sementara pada pilot yang sangat 

berbahaya sekali karena serangan 

laser sendiri terjadi diarea mendarat 

dan lepas landas pesawat udara 

dimana pilot memerlukan 

konsetrasi yang tinggi terkait hal 

tersebut. Untuk balon udara dapat 

menyebabkan kerusakan dan 

gangguan mesin pesawat udara jika 

balon udara tersebut masuk ke 

dalam mesin pesawat udara. 

12. Direktorat Jenderal Perhubungan 

Udara selaku tim perumus 

kebijakan dalam membuat suatu 

peraturan melibatkan Perum 

LPPNPI untuk memberikan 

masukan-masukan yang bersifat 

membangun khususnya peraturan 

terkait kegiatan lain dan Kawasan 

Keselamatan Operasi Penerbangan. 
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3. Personil Airport Safety 

And Quality 

Management 

Department, sebanyak 3 

orang inisial AT, AD 

dan NR, PT. Angkasa 

Pura I Cabang Bandar 

Udara Internasional 

Sultan Hasanuddin 

Makassar penanggung 

jawab Kawasan 

Keselamatan Operasi 

Penerbangan (KKOP) 

Bandar Udara 

Internasional Sultan 

Hasanuddin Makassar 

(Persero) 

(BUMN), tanggal 31 

Oktober 2019. 

  

1. Kawasan Keselamatan Operasi 

Penerbangan atau KKOP adalah 

kawasan yang digunakan untuk 

operasi penerbangan baik berupa 

daratan maupun perairan yang 

diawasi dan dikendalikan untuk 

terciptanya keselamatan 

penerbangan. 

2. Daerah yang termasuk dalam 

Kawasan Keselamatan Operasi 

Penerbangan Bandar Udara 

Internasional Sultan Hasanuddin 

yaitu Kabupaten Maros, Kabupten 

Gowa dan Kota Makassar. 

3. Peran PT. Angkasa Pura I Cabang 

Bandar Udara Internasional Sultan 

Hasanuddin (persero) terkait adanya 

kegiatan lain di KKOP Bandar 

Udara Internasional Sultan 

Hasanuddin yaitu melakukan 

pengawasan berupa inspeksi terkait 

gangguan maupun potensi 

gangguan yang terjadi di dalam 

Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) 

Bandar Udara Internasional Sultan 

Hasanuddin, di luar dari DLKr 

tersebut PT. Angkasa Pura I 

Cabang Bandar Udara Internasional 

Sultan Hasanuddin (persero) tidak 

memiliki kewenangan. 

4. Jenis kegiatan tersebut berupa 

serangan sinar laser dan balon udara 

yang dilakukan oleh masyarakat di 

sekitar Kawasan Keselamatan 

Operasi Penerbangan (KKOP). 

5. Regulasi kegiatan lain belum 

lengkap, seperti belum 

terncatumnya sinar laser dan balon 

udara di undang-undang 

penerbangan, walaupun sudah 

tersirat dengan adanya kata antara 

lain dalam penjelasan undang-

undang tersebut. Selain itu 

diperlukan Peraturan Pemerintah 
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dan Peraturan Menteri terkait hal 

tersebut. 

6. KKOP Bandar Udara Internasional 

Sultan Hasanuddin merupakan 

kawasan yang harus di yang 

dilindungi dari adanya kegiatan-

kegiatan yang memabahayakan 

keselamatan penerbangan. Hal ini 

terjadi daerah KKOP merupakan 

daerah kritis khususnya di kawasan 

mendarat dan lepas landas pesawat 

udara. PT. Angkasa Pura I Cabang 

Bandar Udara Internasional Sultan 

Hasanuddin serius didalam menjaga 

keselamatan penerbangan dimulai 

dari pusat hingga ke cabang yang 

dituangkan kedalam dokumen 

Komitmen Terhadap Keselamatan 

Penerbangan (Safety Commitmen) 

dalam internal perusahaan. Selain 

internal perusahaan,  Komitmen 

Terhadap Keselamatan 

Penerbangan (Safety Commitmen) 

juga dibuat oleh Direktur Utama 

PT. Angkasa Pura I (Persero) 

dihadapan Direktur Jenderal 

Perhubungan Udara. 

7. Pelaksana peraturan-peraturan 

penerbangan terkait serangan sinar 

laser dan balon udara di Kawasan 

Keselamatan Operasi Penerbangan 

Bandar Udara Internasional Sultan 

Hasanuddin Makassar adalah PT. 

Angkasa Pura I Cabang Bandar 

Udara Internasional Sultan 

Hasanuddin Makassar (persero), 

Kantor Otoritas Bandar Udara 

Wilayah V Makassar, Perum 

LPPNPI Cabang MATSC  dan 

airlines yang beroperasi di Bandar 

Udara Internasional Sultan 

Hasanuddin Makassar. 

8. Jenis kegiatan lain yang masih 

terjadi di Kawasan Keselamatan 
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Operasi Penerbangan (KKOP) 

berupa Serangan sinar laser  (laser 

attack) dan Balon udara bebas tanpa 

awak (Unmanned Free Balloons) 

yang dilakukan oleh masyarakat. 

Kegiatan tersebut masih 

berlangsung hingga saat ini.   

 

9. Langkah yang dilakukan jika terjadi 

laser attack dan balon udara yaitu 

dengan berkoordinasi dengan 

Kantor otoritas Bandar Udara 

Wilayah V Makassar selanjutnya di 

bentuk tim untuk melakukan 

pengawasan di area yang dilaporkan 

pilot tempat terjadinya serangan 

laser. Melakukan pembahasan hal 

tersebut ke dalam pertemuan 

Runway Safety Meeting yang 

digelar 3 bulan sekali atau sesuai 

kebutuhan. Melakukan kegiatan 

sosialisasi ke desa-desa maupun 

kelurahan yang berada disekitar 

Bandar udara pada saat program 

Corporate Social Responsibility 

(CSR) dengan membagikan brosur 

terkait bahaya kegiatan lain di 

Kawasan Keselamatan Operasi 

Penerbangan dan juga membuat 

standing banner yang di taruh di 

kantor desa dan kelurahan. 

10. Hambatan yang dihadapi adalah 

kewenangan pengawasan KKOP di 

luar area DLKr sehingga perlu 

melibatkan pemerintah daerah. 

Akan tetapi pemerintah daerah tidak 

dapat turun langsung ke lapangan 

dikarenakan adanya pembagian 

kewenangan pusat dan daerah 

khususnya terkait penerbangan. 

Perlu adanya pembagian tugas yang 

jelas antara pihak regulator, 

penyelenggara bandar udara dan 

penyelenggara navigasi 
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penerbangan terkait Kawasan 

Keselamatan Operasi Penerbangan. 

Karena dalam pengawasan KKOP 

semua berperan dan memiliki 

tanggung jawab masing-masing, 

sehingga tidak hanya satu institusi 

saja yang bertanggung jawab. 

Jumlah SDM yang menangani 

masalah tersebut masih kurang 

sehingga menghambat pelaksanaan 

kegiatan pengawasan di KKOP 

tersebut. 

11. Dampak yang terjadi jika terjadi 

serangan laser adalah sangat 

berbahaya karena mengurangi jarak 

pandang pilot pada saat lepas landas 

dan mendarat. Untuk balon udara 

dapat menyebabkan meledaknya 

mesin pesawat jika balon udara 

tersebut masuk ke dalam mesin 

pesawat udara. 

12. Dalam pembuatan kebijakan 

penerbangan, Direktorat Jenderal 

Perhubungan Udara mengundang 

Kantor Pusat PT. Angkasa Pura I 

(Persero) maupun kantor cabang 

yang terkait, untuk memberikan 

tanggapan maupun masukan dalam 

hal kebijakan penerbangan yang 

akan dibuat, khususnya terkait 

kegiatan lain maupun terkait 

Kawasan Keselamatan Operasi 

Penerbangan (KKOP). 
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4. Personil Aviation 

Security sebanyak 3 

orang inisial RA, SK 

dan MP 

Maskapai Penerbangan 

Lion Grup yang 

beroperasi di Bandar 

Udara Internasional 

Sultan Hasanuddin 

penyelenggara angkutan 

udara di Kawasan 

Keselamatan Operasi 

Penerbangan (KKOP) 

Bandar Udara 

Internasional Sultan 

Hasanuddin Makassar 

(Swasta), tanggal 5 

November 2019. 

. 

1. Peran Airlines di Kawasan 

Keselamatan Operasi Penerbangan 

Bandar Udara Internasional Sultan 

Hasanuddin yaitu 

menyelenggarakan angkutan udara 

dan membantu terciptanya 

keselamatan penerbangan di KKOP 

dengan melaporkan ke pihak-pihak 

terkait jika terjadi gangguan KKOP. 

2. Terdapat gangguan berupa 

tembakan laser ke pesawat udara. 

3. Belum lengkap, masih diperlukan 

penambahan yang menyebutkan 

sinar laser dalam Undang-Undang 

penerbangan. 

4. Karena di KKOP Bandar Udara 

Internasional Sultan Hasanuddin 

merupakan daerah kritis dimana 

pada KKOP tersebut terdapat 

kawasan lepas landas dan 

pendaratan pesawat udara. 

5. Terdapat koordinasi dengan 

memanfaatkan media sosial yaitu 

Whatsapp dengan membuat grup 

khusus safety yang membahas 

tentang keselamatan penerbangan 

dengan pihak bandara. 

6. Keselamatan penerbangan 

merupakan salah satu hal pokok 

didunia penerbangan yang harus 

dijaga dari gangguan-gangguan 

yang dapat membahayakan 

keselamatan penerbangan.  

7. Yang melaksanakan peraturan-

peraturan terkait perundang-

undangan penerbangan khususnya 

serangan sinar laser dan balon udara 

di kawasan Keselamatan Operasi 

Penerbangan yaitu Kantor Otoritas 

Bandar Udara Wilayah V Makassar, 

PT. Angkasa Pura I Cabang Bandar 

Udara Internasional Sultan 

Hasanuddin Makassar (persero), 

Perum LPPNPI Cabang MATSC 
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dan maskapai penerbangan yang 

beroperasi di Bandar Udara 

Internasional Sultan Hasanuddin 

Makassar dalam hal ini Lion Grup 

yang terdiri atas Lion Air, Wings 

Air dan     Batik Air. 

8. Berdasarkan laporan dari penerbang 

yang diperoleh dari hasil pertemuan 

dengan stakeholder Bandar Udara 

Internasional Hasanuddin Makassar 

terkait keselamatan penerbangan, 

masih terjadi adanya kegiatan lain 

di Kawasan Keselamatan Operasi 

Penerbangan (KKOP) seperti laser 

attack. 

9. Langkah-langkah yang diambil jika 

terjadi tembakan sinar laser dan 

pelepasan balon udara disekitar 

Bandar Udara Internasional Sultan 

Hasanuddin yaitu penerbang 

menginformasikan kepada pemandu 

lalu lintas penerbangan (air traffic 

controller/ATC). Selain itu juga 

dibuat pelaporan ke kantor pusat 

Lion grup. 

10. Kurangnya sosialisasi ke 

masyarakat terkait dampak yang 

ditimbulkan jika menembakkan 

sinar laser ke pesawat udara dan 

jarak jangkauan antara posisi 

penembakan laser dengan bandara 

yang cukup jauh dan diluar dari 

kewenangan pihak bandara dalam 

melakukan pengawasan. 

11. Dampak yang ditimbulkan dari 

sinar laser tersebut adalah kebutaan 

sementara yang mengganggu 

penglihatan pada saat pesawat udara 

akan landing. 

12. Untuk menghasilkan sebuah 

kebijakan penerbangan, Kantor 

Pusat Kementerian Perhubungan 

dalam hal ini Direktorat Jenderal 

Perhubungan Udara melibatkan 



357 
 

airlines dalam proses pembuatan 

kebijakannya untuk memperoleh 

masukan-masukan dari berbagai 

kejadian yang terjadi di lapangan. 

 

5. Personil Bidang 

Pengembangan 

Transportasi Dinas 

Perhubungan 

Pemerintah Daerah 

Provinsi Sulawesi 

Selatan sebanyak 3 

orang inisial MI, EN dan 

ND, Dinas Perhubungan 

Provinsi Sulawesi 

Selatan stakeholder 

penerbangan di 

Kawasan Keselamatan 

Operasi Penerbangan 

(KKOP) Bandar Udara 

Internasional Sultan 

Hasanuddin Makassar 

(pemerintah daerah), 

tanggal 1 November 

2019.  

 

1. Jenis kegiatan lain yang terjadi di 

KKOP Bandar Udara Internasional 

Sultan Hasanuddin adalah masalah 

laser yang di arahkan ke pesawat 

udara. 

2. Sinar laser sangat berbahaya bagi 

pilot karena dapat mengganggu 

pendangan sehingga mengurangi 

konsetrasi pilot dalam 

menerbangkan pesawat udara. 

3. Terdapat koordinasi dengan pihak 

bandara tetapi tidak seperti dulu 

setelah Undang-Undang No 23 

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah, dimana undang-undang 

tersebut tidak mengatur peran 

pemerintah provinsi terkait dunia 

penerbangan. 

4. Perlu adanya koordinasi lebih baik 

lagi karena saat ini ada jarak antara 

pihak bandara dengan pemerintah 

daerah. Karena selama ini pemda 

hanya dilibatkan jika terdapat 

permasalahan. Selain itu perlu 

adanya peraturan yang melibatkan 

pemda didalam pengelolaan 

kawasan disekitar Bandar udara 

termasuk KKOP. Karena antara UU 

No 23 Tahun 2014 dan UU No 1 

Tahun 2009 terdapat ketidaksesuai 

terkait peran pemerintah daerah 

khususnya peran pemerintah 

provinsi. Dengan adanya 

keweangan tersebut diharapkan 

pemerintah provinsi memiliki dasar 

untuk menerbitkan perturan daerah 

terkait KKOP. Peraturan daerah 

tersbut dikeluarkan oleh provinsi 

untuk meyeragamkan perturan 
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daerah karena wilayah kawasan 

Keselamatan Operasi Penerbangan 

Bandar Udara Sultan Hasanuddin 

meliputi 2 kabupaten dan 1 

kota.Peraturan daerah yang dibuat 

oleh provinsi nantinya akan 

diturunkan menjadi peraturan 

bupati ataupun peraturan walikota. 

5. Terdapat koordinasi dengan pihak 

bandara tetapi tidak seperti dulu 

setelah Undang-Undang No 23 

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah diberlakukan, dimana 

undang-undang tersebut tidak 

mengatur peran pemerintah provinsi 

terkait dunia penerbangan. Pihak 

bandara hanya melibatkan 

pemerintah daerah jika terjadi suatu 

permasalahan yang melibatkan 

masyarakat. Untuk terkait dengan 

kegiatan lain seperti 

penanggulangan sinar laser di 

Kawasan Keselamatan Operasi 

Penerbangan (KKOP), Pemerintah 

daerah provinsi belum pernah 

dilibatkan. Perlu adanya koordinasi 

lebih baik lagi karena saat ini ada 

jarak antara pihak bandara dengan 

pemerintah daerah. Karena selama 

ini pemda hanya dilibatkan jika 

terdapat permasalahan. Selain itu 

perlu adanya Peraturan yang 

melibatkan pemda didalam 

pengelolaan kawasan disekitar 

Bandar udara termasuk KKOP tidak 

hanya berupa surat edaran. Karena 

antara UU No 23 Tahun 2014 dan 

UU No 1 Tahun 2009 terdapat 

ketidaksesuai terkait peran 

pemerintah daerah khususnya peran 

pemerintah provinsi. Dengan 

adanya kewenangan tersebut 

diharapkan pemerintah provinsi 

memiliki dasar untuk menerbitkan 
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perturan daerah terkait KKOP. 

Peraturan daerah tersebut 

dikeluarkan oleh provinsi untuk 

meyeragamkan perturan daerah 

karena wilayah kawasan 

Keselamatan Operasi Penerbangan 

Bandar Udara Sultan Hasanuddin 

meliputi 2 kabupaten dan 1 kota. 

Peraturan daerah yang dibuat oleh 

provinsi nantinya akan diturunkan 

menjadi Peraturan bupati ataupun 

Peraturan walikota. 

6. Berdasarkan surat tersebut Dinas 

Perhubungan Pemerintah Provinsi 

Sulawesi Selatan menganggarkan 

kegiatan kampanye keselamatan 

penerbangan dan juga melakukan 

sosialisasi keselamatan 

penerbangan khususnya terkait 

KKOP di masyarakat bermukim 

sekitar bandar udara. 

7. Hambatan dari pelaksanaan surat 

edaran tersebut adalah terkait 

koordinasi dengan pihak bandara. 

Perlu adanya komunikasi dan 

koordinasi yang aktif dan 

berkelanjutan terkait pelaksanaan 

surat edaran tersebut. 

8. Wilayah Kawasan Keselamatan 

Operasi Penerbangan Bandar Udara 

Internasional Sultan Hasanuddin 

meliputi Kota Makassar, Kabupaten 

Gowa dan  Kabupaten Maros. Jenis 

kegiatan lain yang terjadi di KKOP 

Bandar Udara Internasional Sultan 

Hasanuddin adalah masalah laser 

yang di arahkan ke pesawat udara. 

Sinar laser sangat berbahaya bagi 

pilot karena dapat mengganggu 

pandangan sehingga mengurangi 

konsetrasi pilot dalam 

menerbangkan pesawat udara. 

9. Dinas Perhubungan Provinsi 

Sulawesi Selatan akan melakukan 
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pengawasan ke area-area yang 

terdapat potensi gangguan-

gangguan di KKOP jika dilibatkan 

oleh pihak bandara. Hal ini 

dikarenakan pihak bandara lebih 

mengetahui waktu kejadian 

gangguan-gangguan tersebut. Dinas 

Perhubungan Provinsi Sulawesi 

Selatan melaksanakan tugas sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 

10. Keselamatan penerbangan sangat 

penting dalam dunia penerbangan, 

hal ini dikarenakan keselamatan 

penerbangan menyangkut nyawa 

manusia, sehingga perlu perhatian 

khusus terkait pengaturan, 

pengawasan dan pengendaliannya. 

Untuk pengaturan berupa 

pembuatan peraturan daerah 

seharusnya di buat pada level 

provinsi mengingat Kawasan 

Keselamatan Operasi Penerbangan 

(KKOP) Bandar Udara 

Internasional Sultan Hasanuddin 

Makassar berada pada 3 

kabupaten/kota yaitu Kota 

Makassar, kabupaten Maros dan 

Kabupaten Gowa. Jika masing-

masing kabupaten/ kota 

berdasarkan Surat Edaran Nomor : 

553/2444/SJ membuat peraturan 

daerah maka akan terjadi 

ketidakseragaman terkait  isi 

peraturan daerah tersebut. Akan 

tetapi jika dibuat pada level 

provinsi maka peraturan daerah 

yang dihasilkan juga akan seragam. 

Pemerintah kabupaten/kota hanya 

membuat turunan peraturan daerah 

provinsi tersebut. 
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6. Personil Bidang Lalu 

Lintas sebanyak 3 orang 

inisial RM, PR dan MD, 

Dinas Perhubungan  

Kabupaten Gowa 

stakeholder penerbangan 

di Kawasan Keselamatan 

Operasi Penerbangan 

(KKOP) Bandar Udara 

Internasional Sultan 

Hasanuddin Makassar 

(pemerintah daerah), 

tanggal 1 November 

2019 

1. Pemerintah daerah  mengetahui jika 

daerahnya termasuk dalam Kawasan 

Keselamatan Operasi Penerbangan 

(KKOP) Bandar Udara Internasional 

Sultan Hasanuddin. Hal ini dapat 

dilihat dari lalu lintas penerbangan 

yang melewati Kabupaten Gowa. 

Adapun jenis kegiatan lain yang 

terjadi di KKOP Bandar Udara 

Sultan Hasanuddin dan masuk dalam 

wilayah Kabupaten Gowa adalah 

sinar laser yang diarahkan ke 

pesawat terbang. Pemda merasa 

prihatin akan kejadian tersebut, 

karena hal tersebut menimbulkan 

kekhawatiran jika terjadi kecelakaan 

pesawat terbang yang terjadi akibat 

tembakan laser ke pesawat yang 

menimbulkan korban jiwa baik di 

pihak penumpang dan crew pesawat 

terbang maupun masyarakat 

Kabupaten Gowa yang tertimpa 

pesawat terbang. 

2. Pemerintah daerah mengetahui yaitu 

berupa gangguan sinar laser yang 

diarahkan ke pesawat udara yang 

dilakukan oleh masyarakat. 

3. Pemda merasa prihatin akan 

kejadian tersebut, karena hal tersebut 

menimbulkan kekhawatiran jika 

terjadi kecelakaan pesawat terbang 

yang terjadi akibat tembakan laser ke 

pesawat yang menimbulkan korban 

jiwa baik di pihak penumpang dan 

crew pesawat terbang maupun 

masyarakat Kabupaten Gowa yang 

tertimpa pesawat terbang. 

4. Pemda dan bandara belum 

berkoordinasi terkait KKOP. Karena 

pemda belum pernah dilibatkan 

pembahasan terkait KKOP.  

5. Hubungan pemda dan bandar udara 

seharusnya terjalin komunikasi dan 

sinergitas yang baik dan aktif 
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khususnya terkait KKOP itu sendiri. 

Hal ini dikarenakan terdapat wilayah 

Kabupaten Gowa yang KKOP 

Bandar Udara Internasional Sultan 

Hasanuddin sehingga diketahui 

permasalahan-permasalahn terkini 

yang terjadi di KKOP sehingga 

pemerintah daerah dapat mengambil 

keputusan yang tepat sasaran. Selain 

itu keweangan pemda terkait KKOP 

juga perlu dilibatkan di dalam 

peraturan perundang-undangan 

sehingga terdapat dasar hukum 

dalam pelaksanaanya. 

6. Pemerintah daerah belum dilibatkan 

secara maksimal terkait dengan 

berbagai permasalahan yang terjadi 

di bandara. Komunikasi dan 

koordinasi antara pihak bandara 

dengan pemerintah daerah berjalan 

di tempat. Hubungan yang saling 

menguntungkan dengan kerja sama 

yang baik hingga saat ini belum 

terjalin. Pemerintah daerah dan 

bandara belum berkoordinasi terkait 

adanya kegiatan lain di Kawasan 

Keselamatan Operasi Penerbangan 

(KKOP). Karena pemda belum 

pernah dilibatkan pembahasan 

terkait kegiatan lain di KKOP. 

Hubungan pemda dan bandar udara 

seharusnya terjalin komunikasi dan 

sinergitas yang baik serta aktif 

khususnya terkait KKOP itu sendiri. 

Hal ini dikarenakan terdapat wilayah 

Kabupaten Gowa yang masuk dalam  

KKOP Bandar Udara Internasional 

Sultan Hasanuddin sehingga 

diketahui permasalahan-

permasalahan terkini yang terjadi di 

KKOP sehingga pemerintah daerah 

dapat mengambil keputusan yang 

tepat sasaran. Selain itu keweangan 

pemda terkait KKOP juga perlu 
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dilibatkan di dalam Peraturan 

perundang-undangan sehingga 

terdapat dasar hukum dalam 

pelaksanaanya. 

7. Akan mensosialisasikan ke 

masyarakat dan bekerja sama dengan 

pihak keamanan terkait adanya 

gangguan di Kawasan Keselamatan 

Operasi Penerbangan Bandar Udara 

Internasional Sultan Hasanuddin. 

8. Adapun hambatan dari pelaksanaan 

surat edaran tersebut adalah 

anggaran dan koordinasi dengan 

pihak bandara terkait pelaksanaan 

surat edaran tersebut. 

9. Peran pemda yaitu turut serta dalam 

menjaga keselamatan penerbangan 

di kawasan KKOP dengan akan 

mensosialisasikan ke masyarakat 

terkait KKOP itu sendiri serta 

kegiatan-kegiatan yang 

membahayakan penerbangan. 

10. Keselamatan penerbangan 

merupakan hal yang sangat penting 

dan diperlukan ketegasan dalam 

merealisasikannya agar tidak terjadi 

kecelakaan yang merugikan semua 

pihak. Pembuatan peraturan daerah 

berdasarkan Surat Edaran Nomor : 

553/2444/SJ perlu di buat di tingkat 

provinsi dulu. Setelah peraturan 

daerah provinsi telah dibuat, lalu 

membuat peraturan daerah 

kabupaten/kota yang merupakan 

turunan dari Peraturan daerah 

provinsi tersebut. Hal ini sangat 

penting agar terwujud keseragaman 

peraturan daerah di Kawasan 

Keselamatan Operasi Penerbangan 

(KKOP) Bandar Udara Internasional 

Sultan Hasanuddin Makassar. 
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7. Personil Bidang 

Perhubungan Laut, 

Sungai Dan Udara 

sebanyak 3 orang inisial 

AR, SA dan AD Dinas 

Perhubungan  

Kabupaten Maros 

stakeholder penerbangan 

di Kawasan 

Keselamatan Operasi 

Penerbangan (KKOP) 

Bandar Udara 

Internasional Sultan 

Hasanuddin Makassar 

(pemerintah daerah), 

tanggal 1 November 

2019. 

 

1. Pemerintah daerah mengetahui 

daerah Kabupaten Maros 

merupakan bagian dari Kawasan 

Keselamatan Operasi Penerbangan 

(KKOP) Bandar Udara 

Internasional Sultan Hasanuddin. 

Hal ini dikarenakan letak Bandar 

Udara Internasional Sultan 

hasanuddin sendiri berada di 

Kabupaten Maros. Di KKOP 

tersebut terdapat kegiatan lain yang 

mengganggu di daerah KKOP 

Bandar Udara Internasional Sultan 

hasanuddin yaitu berupa balon 

udara. Kegiatan tersebut melanggar 

Undang-Undang Penerbangan yaitu 

UU Nomor 1 Tahun 2009 

khususnya terkait keselamatan 

penerbangan dan akan menjalin 

kerja sama dengan pihak bandara  

dan pihak keamanan untuk 

menanggulangi masalah tersebut. 

2. Pemerintah daerah mengetahui 

kegiatan lain di KKOP yaitu berupa 

gangguan sinar laser dan Balon 

Udara. 

3. Kegiatan tersebut melanggar 

Undang-Undang Penerbangan yaitu 

UU Nomor 1 Tahun 2009 

khususnya terkait keselamatan 

penerbangan. 

4. Pemda dan bandara berkoordinasi 

terkait hal-hal tertentu termasuk 

KKOP. 

5. Hubungan pemda dan bandar udara 

perlu di tingkatkan lagi dengan 

merevisi undang-undang 

pemerintah daerah, dengan 

melibatkan pemerintah daerah 

untuk pengelolaan di daerah 

kawasan bandar udara, sehingga 

pemda ada dasar dalam 

melaksanakan kewenangan 

tersebut. Sehingga pemda dapat 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



365 
 

membuat perda terkait pengaturan, 

pengawasan dan pengendalian di 

kawasan KKOP.  

6. Bandar Udara Sultan Hasanuddin 

Makassar terletak di Kabupaten 

Maros sehingga memerlukan 

komunikasi dan koordinasi yang 

baik antara pihak bandara dengan 

pemerintah daerah. Selama ini 

hubungan tersebut sudah terjalin, 

akan tetapi perlu ditingkatan agar 

terjalin sinergitas antara pihak 

bandara dengan pemerintah daerah. 

Hubungan pemda dan bandar udara 

perlu di tingkatkan lagi dengan 

merevisi Undang-Undang 

pemerintah daerah, dengan 

melibatkan pemerintah daerah 

untuk pengelolaan di daerah 

kawasan bandar udara tidak hanya 

berdasarkan surat edaran, karena 

Undang-Undang lebih kuat dari 

pada  surat edaran. Dengan adanya 

surat edaran tersebut pemerintah 

daerah memiliki dasar yang kuat 

dalam melaksanakan kewenangan 

tersebut. Sehingga pemerintah 

daerah dapat membuat Peraturan 

daerah terkait pengaturan, 

pengawasan dan pengendalian di 

Kawasan Keselamatan Operasi 

Penerbangan Bandar Udara Sultan 

Hasanuddin Makassar. 

7. Tindaklanjut yang dilakukan untuk 

saat ini yaitu akan melakukan 

sosialisasi ke masyarakat tingkat 

kecamatan sampai kelurahan. 

8. Hambatan dari implementasi surat 

edaran tersebut adalah anggaran, 

komunikasi dan koordinasi dengan 

pihak bandara terkait pelaksanaan 

surat edaran tersebut. Karena 

jangan sampai terjadi tumpang 

tindih antara pihak bandara dengan 
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pemerintah daerah. 

9. Peran pemda yaitu turut serta 

menjaga keselamatan penerbangan 

di kawasan KKOP dengan 

melakukan pembinaan kepada 

masyarakat yang melakukan 

pelanggaran jika terdapat informasi 

yang di peroleh dari pihak bandara. 

10. Keselamatan penerbangan 

merupakan hal yang sangat penting, 

karena KKOP menyangkut nyawa 

manusia. Pembuatan Peraturan 

daerah yang merupakan 

implemetasi dari Surat Edaran 

Nomor : 553/2444/SJ perlu 

secepatnya direalisasikan. Akan 

tetapi perlu koordinasi dan 

komunikasi yang baik antara 

pemerintah daerah dan pihak 

bandara agar diperoleh 

kesepahaman dan kesepakatan 

terkait isi Peraturan daerah, 

termasuk siapa yang membuat 

Peraturan daerah tersebut apakah 

melibatkan pemerintah provinsi, 

mengingat Kawasan Keselamatan 

Operasi Penerbangan (KKOP) 

Bandar Udara Internasional Sultan 

Hasanuddin Makassar tidak hanya 

melibatkan Pemerintah Kabupaten 

Maros tetapi juga melibatkan 

Pemerintah Kabupaten Gowa dan 

Pemerintah Kota Makassar. 
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8. Personil Bidang Moda 

Transportasi sebanyak 3 

orang inisial MJ, AS dan 

AN. 

Dinas Perhubungan  

Kota Makassar 

stakeholder penerbangan 

di Kawasan 

Keselamatan Operasi 

Penerbangan (KKOP) 

Bandar Udara 

Internasional Sultan 

Hasanuddin Makassar 

(pemerintah daerah), 

tanggal 4 November 

2019. 

 

1. Pemerintah Kota Makassar 

mengetahui jika Kawasan KKOP 

juga meliputi wilayah Kota 

Makassar. Jenis kegiatan lain yang 

terjadi di KKOP di wilayah kota 

Makassar adalah serangan sinar 

laser yang di tembakkan ke pesawat 

udara. Khususnya pada saat 

pesawat udara akan mendarat dan 

melewati wilayah kota Makassar 

tepatnya di daerah Kecamatan 

Biringkanaya. Sinar laser sangat 

berbahaya, karena dapat 

menyebabkan gangguan pada mata 

pilot sehingga dapat mengurangi 

konsentrasi pilot pada saat pesawat 

akan mendarat di landasan. Jika hal 

tersebut terus terjadi dikhawatirkan 

dapat terjadi kecelakaan pesawat 

yang disebabkan oleh sinar laser 

tersebut. 

2. Pemerintah daerah mengetahui 

gangguan  di KKOP yaitu berupa 

sinar laser yang arahkan ke pesawat 

udara. 

3. Sinar laser sangat berbahaya, 

karena dapat menyebabkan 

gangguan pada mata pilot sehingga 

dapat mengurangi konsentrasi pilot 

pada saat pesawat akan mendarat di 

landasan. Jika hal tersebut terus 

terjadi dikhawatirkan dapat terjadi 

kecelakaan pesawat yang 

disebabkan oleh sinar laser tersebut. 

4. Selama ini belum ada koordinasi 

antara Pemerintah Kota Makassar 

dan pihak bandara terkait kejadian-

kejadian di KKOP Bandar Udara 

Internasional Sultan Hasanuddin. 

5. Pemerintah daerah dan pihak 

bandara harus terjalin hubungan 

dan koordinasi yang baik, karena 

intitusi yang terlibat di dalam 

penerbangan juga melibatkan 
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pemerintah daerah yang wilayahnya 

mencakup KKOP. Selama ini 

pemerintah kota tidak dilibatkan 

dalam hal-hal terkait KKOP dengan 

pihak bandara, sehingga 

kedepannya diharapkan adanya 

sinergitas yang baik antara 

pemerintah kota dan pihak bandara 

khusunya pengelolaan kawasan 

disekitar bandar udara. Selain itu 

juga perlu ditambahkan peraturan 

terkait dengan peran pemda di 

KKOP sehingga pemerintah kota 

yang wilayahnya masuk dalam 

kawasan KKOP ikut menjaga dan 

bertanggung jawab terhadap dunia 

penerbangan.  

6. Selama ini belum ada komunikasi 

dan koordinasi maupun undangan 

rapat antara Pemerintah Kota 

Makassar dan pihak bandara terkait 

kejadian-kejadian di KKOP Bandar 

Udara Internasional Sultan 

Hasanuddin. Koordinasi dan 

komunikasi belum terjalin dengan 

baik antara pemerintah kota dengan 

pihak bandara. Ada kesan pihak 

bandara menutup diri terkait dengan 

akses penerbangan yang dibutuhkan 

oleh pemerintah daerah. Pemerintah 

daerah dan pihak bandara harus 

terjalin hubungan dan koordinasi 

yang baik, karena institusi yang 

terlibat di dalam penerbangan juga 

melibatkan pemerintah daerah yang 

wilayahnya mencakup KKOP. 

Selama ini pemerintah kota tidak 

dilibatkan dalam hal-hal terkait 

KKOP dengan pihak bandara, 

sehingga kedepannya diharapkan 

adanya sinergitas yang baik antara 

pemerintah kota dan pihak bandara 

khususnya pengelolaan kawasan 

disekitar bandar udara. Selain itu 
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juga perlu ditambahkan Peraturan 

terkait dengan peran pemda di 

KKOP sehingga pemerintah kota 

yang wilayahnya masuk dalam 

kawasan KKOP ikut menjaga dan 

bertanggung jawab terhadap dunia 

penerbangan.  

7. Pada saat ini sedang disusun 

Peraturan daerah terkait 

penyelenggaraan transportasi Kota 

Makassar dan akan disisipkan 

kedalam perda tersebut terkait 

pengelolaan di kawasan sekitar 

Bandar Udara Internasional Sultan 

Hasanuddin serta penataan Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan 

Rencana Detail Tata Ruang 

(RDTR). 

8. Hambatan dari pelaksanaan surat 

edaran tersebut adalah koordinasi 

dengan pihak bandara yang belum 

berjalan dengan baik. Karena 

dibutuhkan kerja sama yang baik 

dalam pelaksanaan surat edaran 

tersebut dengan pihak bandar udara. 

Selain itu regulasi juga harus 

mendukung pelaksanaan kegiatan 

khususnya keterlibatan pemda 

dalam dunia penerbangan yang 

tidak memasukkan pengelolaan 

kawasan di bandar udara sebagai 

tanggung jawab pemerintah daerah. 

Hal ini dikarenakan pembuatan 

perda/perwali yang merupakan 

regulasi harus berpatokan pada pada 

regulasi diatasnya. 

9. Pemda siap untuk terlibat dalam 

pengelolaan kawasan disekitar 

Bandar udara udara untuk menjaga 

kawasan tersebut dari kegiatan-

kegiatan yang mengganggu 

keselamatan penerbangan 

khususnya yang berasal dari 

wilayah Kota Makassar. 
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10. Keselamatan penerbangan adalah 

hal yang sangat utama dan tidak 

bisa ditawar. Hal ini dikarenakan 

keselamatan penerbangan juga 

menyangkut nyawa manusia. 

Dengan terciptanya keselamatan 

penerbangan maka akan mendorong 

terciptanya suasana aman, lancar 

dan tertib dalam penerbangan. 

Dalam hal pembuatan Peraturan 

daerah sebaiknya dibuat pada 

tingkat provinsi lebih dulu, setelah 

itu dibuat turunanya dalam perturan 

daera kabupaten/kota. Sehingga 

terjadi keseragaman isi Peraturan 

daerah terkait kegiatan lain di 

Kawasan Keselamatan Operasi 

Penerbangan (KKOP) Bandar 

Udara Internasional Sultan 

Hasanuddin Makassar. 

 

9. Penumpang Pesawat 

Udara di Bandar Udara 

Internasional Sultan 

Hasanuddin Makassar 

sebanyak 3 orang 

dengan inisial SH, TT 

dan WH tanggal 27 

Januari 2020. 

 

1. Kawasan Keselamatan Operasi 

Penerbangan merupakan kawasan 

tempat beroperasinya pesawat udara 

di sekitar bandar udara. 

2. Pihak-pihak yang terlibat dalam 

pelaksanaan aturan-aturan terkait 

penerbangan yaitu pihak Angkasa 

Pura sebagai operator bandar udara 

dan juga Kementerian Perhubungan 

selaku pihak regulator yaitu yang 

membuat peraturan-peraturan 

penerbangan serta lain seperti Lion 

Air, Batik Air, Garuda Indonesia 

dan lain-lain. 

3. Berdasarkan berita dari media tahun 

2019 lalu masih terdapat kejadian-

kejadian tersebut khususnya sinar 

laser. 

4. Langkah-langkah yang perlu 

dilakukan yaitu dengan melakukan 

sosialisasi ke masyarakat akan 

bahaya sinar laser dan balon udara 

bagi penerbangan. 
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5. Hambatan yang dihadapi terkait 

sinar laser adalah terkait 

pelaksanaan sosialisasi ke 

masyarakat. Jadi selain sosialisasi 

secara langsung mungkin juga bisa 

melalui media online mengingat 

waktu masyarakat yang terbatas dan 

disaat bersamaan melakukan 

aktifitas lainnya. 

6. Dampak yang dapat ditimbulkan 

dari sinar laser adalah silau karena 

cahaya laser tersebut dapat 

mengenai mata pilot. 

7. Pemerintah daerah perlu dilibatkan 

dalam pengawasan dan 

pengendalian karena pemerintah 

daerah memiliki kewenangan secara 

adminitrasi didarat dimana posisi 

bandar udara itu berada. 

8. Keselamatan penerbangan adalah 

hal yang sangat penting dalam 

penerbangan karena tanpa 

keselamatan penerbangan orang 

yang berangkat atau berpergian 

tidak akan sampai ke lokasi yang 

akan dituju. 
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LAMPIRAN GAMBAR 

 

1. Sosialisasi Serangan Sinar Laser 
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2. Sosialisasi Balon Udara Tanpa Awak 
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3. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan  3D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Landas Pacu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaw. 

Kemungkinan 

Bahaya 

Kecelakaan 

Kaw. Ancangan  

Pendaratan 
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5. Permukaan Utama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Kawasan Di Bawah Permukaan Transisi 
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7. Kawasan Di Bawah Permukaan Horizontal Dalam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas 
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9. Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Kawasan Dibawah Permukaan Kerucut 
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11. Kawasan Dibawah Permukaan Horizontal Luar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Area Serangan I  (Paccerakkang-Kec. Biringkanaya-Kota  Makassar) 
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13. Area Serangan II (Paccerakkang  Belakang Telkomas-Kec. Biringkanaya-Kota  

Makassar). 

 

 
 

14. Area Serangan III (Belakang BTP/Tamalanrea Raya-Kec.Tamalanrea-Kota 

Makassar) 
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15. Area Serangan IV (Antang/Bukit Baruga-Kec. Manggala-Kota Makassar) 

 

 

 
 

16. Area Serangan V (Tamangapa Raya/Antang dan Sebagian Pattalassang Gowa-

Kec. Manggala-Makassar dan Kec.Pattalassang-Kab. Gowa). 
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17. Area Serangan VI (Sekitar JI Mustafa Dg Bunga-Kec.Somba Opu dan 

Pattalassang-Kab.Gowa). 

 

 
 

18. Area Serangan VII  (Sekitar Jembatan Kembar Sungai Je'ne Berang-Kec.  

Pallangga-Kab.Gowa) 
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19. Area Serangan VIII (Limbung- Kec. Bajeng Kab.Gowa) 

 

 
 

 

20. Aksi Simpatik Penertiban Sinar Laser di Kota Makassar 
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21. Jenis Sinar Laser Yang Diperjualbelikan  di Kota Makassar dan di tembakkan ke 

udara 

 

 
 

 

22. Pemasangan Spanduk di Kota Makassar 
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23. Pemasangan Spanduk Di Kabupaten Gowa 

 

 

24. Logo 3S+1C 
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25. Rencana Induk Bandara Hasanuddin 
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26. Kawasan Keselamatan Operasai Penerbangan Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar 
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27. Kawasan Keselamatan Opeasi Penerbangan 
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28. Kawasan di bawah permukaan transisi 
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29. Kawasan Di Bawah Permukaan Horizontal Dalam 
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30. Kawasan Pendekatan Dan Lepas Landas 
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31. Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan   
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32. Kawasan Di Bawah Permukaan Kerucut 
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33. Kawasan Di Bawah Permukaan Horizontal Luar 
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ISTILAH PENERBANGAN 

 

 

1. Penerbangan 

Penerbangan adalah satu kesatuan sistem  yang terdiri atas pemanfaatan 

wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi 

penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas 

penunjang dan fasilitas umum lainnya. 

2. Navigasi Penerbangan 

Navigasi Penerbangan adalah proses mengarahkan gerak pesawat udara dari 

satu titik ke titik yang lain dengan selamat dan lancar untuk menghindari 

bahaya dan/atau rintangan penerbangan. 

3. Bandar Udara 

Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas 

tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas 

landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan 

intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas 

keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan  fasilitas 

penunjang lainnya. 

4. Pesawat Udara 

Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer 

karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara 

terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan. 
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5. Angkutan Udara 

Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara 

untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan 

atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa 

bandar udara. 

6. Wilayah Udara 

Wilayah Udara adalah wilayah kedaulatan udara di atas wilayah daratan dan 

perairan Indonesia. 

7. Keamanan Penerbangan 

Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan 

perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui 

keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur. 

8. Keselamatan Penerbangan 

Keselamatan penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan  

keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, 

angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas 

umum lainnya. 

9. Kawasan Keselematan Operasi Penerbangan (KKOP) 

Kawasan Keselematan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah wilayah daratan 

dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan 

untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan 

penerbangan. 
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10. Bandar udara pengumpul (Hub) 

Bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai 

bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar 

dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai 

provinsi. 

11. Insiden (Incident) 

Insiden adalah suatu kejadian yang berkaitan dengan pengoperasian pesawat 

udara yang berdampak atau berpotensi memberikan dampak terhadap 

keselamatan pengoperasian. 

12. Kejadian Serius (Serius Incident) 

Kejadian Serius adalah suatu kondisi pengoperasian pesawat udara hampir 

terjadinya kecelakaan. 

13. Kecelakaan (Accident) 

Kecelakaan adalah peristiwa pengoperasian pesawat udara yang 

mengakibatkan kerusakan berat pada peralatan atau fasilitas yang digunakan 

dan/atau korban jiwa atau luka serius. 

14. Hazard 

Hazard adalah potensi yang dapat mengancam keselamatan penerbangan. 

15. Pemerintah Pusat 

Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah  Presiden 

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 
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16. Pemerintah Daerah 

Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat 

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

17. Pengaturan 

Pengaturan adalah proses, cara dan perbuatan mengatur terkait pembuatan 

peraturan keselamatan penerbangan. 

18. Pengawasan 

Pengawasan adalah proses dalam mengamati pelaksanaan peraturan yang 

sesuai dengan dilapangan. Pengawasan dalam dunia penerbangan yaitu  berupa 

inspeksi, pengamatan (surveillance), pemantauan (monitoring), survey dan 

pengujian (test). 

19. Pengendalian 

Pengendalian adalah usaha memberi informasi kepada instansi maupun 

masyarakat terkait peraturan-peraturan penerbangan. Pengendalian yang 

dimaksud dalam penelitian ini yaitu pemberian arahan, bimbingan, bantuan 

teknis dan rekomendasi perpanjangan perizinan. 

20. Balon Udara 

Balon Udara adalah benda yang lebih ringan dari pesawat udara yang tidak 

digerakkan oleh mesin,namun dapat terbang karena diisi dengan gas yang 

dapat mengapung (gas buoyancy) atau melalui pemanasan udara (airbome 

heater). 
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21. Otoritas Bandar Udara 

Otoritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintah yang diangkat oleh Menteri 

dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan 

terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk 

menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan. 

22. Stakeholder 

Stakeholder adalah kelompok atau individu yang dapat memengaruhi dan atau 

dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu.  
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Surat Permohonan Izin Penelitian Unhas ke UPT P2T, BKPMD 

Provinsi Sulsel 
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Surat Permohonan Permohonan Izin Penelitian Unhas ke Kantor Otoritas  

Bandar Udara Wilayah V Makassar, PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandar 

Udara Int. Sultan Hasanuddin, Perum LPPNPI Cabang MATSC dan Lion Air 
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Surat Persetujuan Izin Penelitian 

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar 
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Surat Persetujuan Penelitian PT. Angkasa Pura I (Persero)  

Cabang Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin 
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Surat persetujuan Izin Pengambilan Data Penelitian 

Perum LPPNPI Cabang Makassar Air Traffic Service Centre (MATSC) 
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Surat Izin Penelitian Dinas PTMPSP Provinsi Sulawesi Selatan 

 

 

 



405 
 

 
 

 

 

 



406 
 

Surat Persetujuan Izin Penelitian  

Dinas Perhubungan Provinsi Sulsel 

 

 



407 
 

Surat Izin Penelitian  

BAKESBANGPOL Pemerintah Kota Makassar 

 

 



408 
 

Surat Izin Penelitian  

Dinas PTMPSP Kota Maros 

 



 

409 
 

Surat Rekomendasi Penelitian 

Dinas Perhubungan Kabupaten Maros  

 

 



410 
 

Surat Rekomendasi Penelitian 

BAKESBANGPOL Pemerintah Kebupaten Gowa 
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Surat Edaran Menteri Dalam Negeri  

Nomor : 553/2443/SJ 
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Surat Edaran Menteri Dalam Negeri  

Nomor : 553/2444/SJ 
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